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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma,

yang pada hakikatnya bertujuan u ghasilkan kehidupan bersama yang
tertib dan tentera per Idup t nusia mendapatkan

pengalaman-peng

ntang bagaimana memenu an pokok primary

need tara lain mencakup sandang, pangan, papan, kesel a dan

harta, iri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. alaman

tersebut menghasilkan nilai-nilai yang ‘sitif maupun negative sehingga manusia

i konsepsi abstrak mayl {//ang harus dianut dan
bur g harus di hindari.! /\

Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah oleh karena

manu rung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan ur dan

pantas m manusia adalah berbeda-beda, oleh karena itu dip n patokan

berupa kaidah, mikian dapat dikataka kaidah merupakan

patokan atau pedo perike yang di harapkan.

Kaidah-kaidah tersebut ada yang mengatur pribadi manusia, dan terdiri
dari kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaidah kepercayaan bertujuan untuk
mencapai kehidupan beriman,? sedangkan kaidah kesusilaan bertujuan agar

manusia hidup berahlak atau mempunyai hati nurani yang bersih. Di lain pihak

1 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, him.
59
2 Purnadi Purbacaraka dalam Soerjono Soekanto, ibid, him. 55



terhadap kaidah yang mengatur kehidupan antar manusia atau antar pribadi, yang
terdiri dari kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan
agar pergaulan hidup berlangsung menyenangkan, sedangkan kaidah hukum
bertujuan untuk mencapai dengan menciptakan suatu keserasian antara ketertiban
dan ketentraman. Kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan

ketentraman, merupakan suatu ciri embedakan hukum dengan kaidah-

g memberikan kepastiar‘nyelesaian hukum

uub

kaidah sosial lainn

Dasar h

yang secara berkesinambungan, dapat di ketahui dala

1945 a yang berbunyi : “Setiap warga Negara bersamaan ke nnya di

dalam _hukum dan pemerintahan daj'wajib menjunjumg tinggi hukum dan

n itu dengan tidak ad? .
unyi Pasal tersebut mengandung suatu pengertian yang bertuj

meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat

meng n menghormati hak dan kewajibannya sert katkan

pembina p pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum;"Keadilan dan

perlindungan terh at dan martabat manusi ban dan kepastian
hukum sesuai den D 19 alam amzah menyatakan
bahwa:*

“Negara memberikan suatu aturan hukum pidana yang berisi petunjuk
dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syaratnya dapat di
pidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat di pidana dan
aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana
pidana itu dapat dijatuhkan, sedangkan “Hukum Acara Pidana (Formeel)

3 lbid
4 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Sapta Arta Jaya, Jakarta, 1996. him 4



mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan
haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana”.

Bidang hukum yang memiliki keterkaitan dengan ketertiban umum
dalam masyarakat adalah hukum pidana, berisi sekumpulan peraturan yang
merupakan bagian dari hukum positif yang didalamnya terdapat larangan-larangan

dan keharusan yang di tentukan oleh Negara atau Kekuasaan lain yang berwenang

untuk menentukan ila hal ini

n pid nggar timbulah hak

Negara untuk m tuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan

pidana.

-bentuk penyimpangan seperti tindakan krimin laupun

sebenarnya tidak dapat di atasi, namun untuk meminimalisir setidaknya di

fungsi dari hukum. F% %kgm dalam masyarakat
a untuk mengubah periy}?%ga dalam masyarakat, se

fungsi hukum itu akan diproleh tujuan hukum. Tujuan hukum itu sendiri menurut

Van adalah “mengatur pergaulan hidup manusia secar. Hukum

men erdamaian”.’ Dan tujuan hukum menurut Mochtar madja

adalah “Tujuan i hukum apabila diredu atu hal saja yaitu

=

nkan hidup teratur”.’

ketertiban. Keter sebagai syarat

P i tuj
fundamental bagi masyarakat yang
Kenyataan dalam hidup bermasyarakat tidak seluruhnya warga

masyarakat selalu taat dan patuh terhadap hukum dan kaidah lainnya, karena di

sebabkan oleh manusia yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-

5 Van Apeldoorn dalam C.S.T. Kansil, Pengantar limu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,
PN.Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hIm.40-41

6 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional,
Bina Cipta, Bandung, 1989, him.2



masing dan apabila hukum yang berlaku tidak sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingannya, maka manusia akan mencoba mencari jalan keluar dan
menyimpang dari aturan yang telah ada, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan
biologis atau kebutuhan seksual. Salah satunya adalah melakukan tindak pidana

kesusilaan dalam melakukan perkosaan terhadap perempuan yang belum dewasa.

Perkosaan adalah hubung al yang dilakukan tanpa kehendak

bersama, dipaksa atu pi ada p a. Korban berada

dibawah ancaman atau psikilogis, kekerasan, eadaan tidak sadar

atau daya, berada di bawah umur, atau mengalami angan

menta ondisi kecacatan lainnya sehingga tidak dapat men a yang

terjadi pada dirinya.” Perkosaan adala ktindakan pseudo-seksual, dalam_artinya
perilaku seksual ya;‘q\ lalu dimotivasi doron

motivasi primer, melainkan berhubungan dengan pengua

dominasi, agresi perendahan pada suatu pihak (korban) oleh pihak lainnya

(pela

nya pemidanaan terhadap pelaku kejahatan se ibanding

dengan trauma vy dialami oleh korban seri enimbulkan beban

psikologis yang ber a pelaku merupakan
pelaku domestic artinya orang yang iliki kedekatan dengan korban, maka

trauma tersebut mungkin akan berlangsung seumur hidup.

7 E.Kristi Poerwandi, Kekerasan Terhadap perempuan Tinjauan Psikologis Feministik, Makalah
Disampaikan Pada Lokakarya Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan
dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta, 2000, him. 4

8 Ibid



Begitu pula dalam konteks penerapan pasal 287 KUHP vyang
mensyaratkan adanya delik aduan untuk dapat dilakukan proses hukum
memberikan persoalan atau beban berat pada pelaku, apabila tidak dilaporkan
khawatir perbuatannya akan di lakukan secara berulang-ulang sedangkan bila di
laporkan maka orang lain akan mengetahui aib yang dialaminya.

Hal ini sebagaimana terjadi utusan Pengadilan Negeri Nomor :
772/P1D/B/2010/P an emper g perempuan yang

i kawin. Pelaku di

belum dewasa yai ur 16 tahun dan belum pant

tuntu rkan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tenta ungan

Anak asal 64 Ayat (1) KUHP dan dihukum pidana pe lama 3

tahun, denda Rp.60.000.000 (enam puluh juta). Dengan di jatuhkan hukuman
um membuat korban)?z{%z namun masih ada d
keh n korban untuk masa depa ort?}\

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan penulis tertarik untuk

a

menu a kedalam bentuk skripsi yang berjudul ”ANALI USAN

PENG N NEGERI BANDUNG NOMOR : 772/PID/ N.BDG
TENTANG TINI‘NA KESiILAAN D. UMUR”.

B. Identifikasis Masalah
Dari latar belakang di atas, penulis mengajukan identifikasi masalah

sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana

kesusilaan dibawah umur dengan pasal 64 KUHP Jo. Pasal 82 Undang-



undang No0.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dalam Putusan

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 772/P1D/B/2010/PN.BDG ?

2. Bagaimanakah analisis yuridis tentang putusan pidana nomor:

772/P1D/B/2010/PN.BDG dalam tindak pidana kesusilaan dibawah

umur?

C. Maksud Dan nelio “
Berdasar lah yang di kemukakan da tifikasi masalah di

ksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk secara

atas

menda sal 82 Undang-undang 23 Tahun 2002 Jo. Pasal Pidana

berdasarkan putusan 772/P1D/B/2010/PN.BDG.

dangkan tujuan yang in /@alam penelitian ini ad

Untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana

=

aan dibawah umur dengan pasal 64 KUHP Jo. P ndang-
23 tahun 2003 tentang perlindungan anak Putusan

Pengadil

N

Untuk m

772/P1D/B/2010/PN.BDG da tindak pidana kesusilaan dibawah

umur.



D. Kegunaan Penelitian
Penelitian di harapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:
1. Kegunaan teoritis
Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pendalaman kajian
terhadap permasalahan penegak hukum dalam penanganan tindak pidana
kesusilaan. Serta dapat memberi bangan pemikiran dalam rangka
pengembangan i m, K ilm pidana terutama

Kitab Undang-Undang H

pembaharuan huk na Indonesia.

aan praktis

itian ini diharapkan dapat digunakan sebagai asukan

untuk

kepada, praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat umu

i dan berpartisipasi dawyn%\ﬂ/angan tindak pidana k

E. Kerangka Pemikiran

yang berlaku dalam suatu masyarakat biasanya t dalam

suatu SIS ang disusun dengan sengaja maupun karena keb . Kaedah-

kaedah hukum te anya mencakup hukum n hukum acaranya

(formil) yang me kelompok. Dengan

demikian jelaslah bahwa hukum merupakan suatu unsur dari jaringan atau system
sosial. Hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial

terlebih dahulu, dan hukum itu pada hakekatnya merupakan suatu proses.’

9 Soerjono Soekanto. Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan DI
Indonesia, Ul Perss, Jakarta, 1983, him. 6



Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan
tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat
undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah

peristiwva pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana

merupakan suatu istilah yang me suatu pengertian dasar dalam ilmu

hukum, sebagai is diben n kes m memberikan ciri

tertentu pada peri um pidana. Tindak pidana ai pengertian yang

abstr ristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan idana,
sehing pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmia entukan

dengan, jelas untuk dapat memisahka‘kiengan istilah yang dipakai sehari-hari
idupan masyarakat.’®

S
eperti  yang diungkapka%lth\xeorang ahli hukum pid

Moeljatpno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah

belia rbuatan pidana adalah:

uatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum gan mana
disertai (sanksi) ya

berupa 'entu, bagi barang
siapa mela aranga

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana
yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa

merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum

10 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal.62
11 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal.54



atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi
pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan
ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau
orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap
orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat
dikatakan terhadap orang tersebut elaku perbuatan pidana atau pelaku
tindak pidana. Ak rusla ahwa ngan dan ancaman

ian dengan orang

mempunyai hubu g erat, oleh karenanya an

yang

pidana adalah merupakan suatu dasar yang dalam

menjatuhi pidana pada orang yang telﬂmelakukan perbuatan pidana atas dasar
jawaban seseorang\ﬁ'?'gtan yang telah dilaku
itu mengenai dilarang dar/:'mca ya suatu perbuatan yaitu

pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality)

perbuat

asas entukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilara jancam

dengan jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peru -undangan,

biasanya ini lebih lam bahasa latin sebagai lictum nulla poena

sine praevia lege ( a deli dana ta aturan lebih dahulu),

ucapan ini berasal dari von feurbach, saffana hukum pidana Jerman. Asas legalitas
ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal

itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
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2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan
analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang
dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk
adanya kesalahan hubungan an daan dengan perbuatannya yang
menimbulkan cela erupa aan at‘ Dikatakan bahwa

kesengajaan (dol kealpaan (culpa) adalah

bentuk kesalahan

seda lah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dap abkan
terjadi u tindak pidana adalah karena seseorang tersebut te akukan
suatu perbuatan yang bersifat mela an hukum sehingga atas perbuatannya
ka dia harus bertang? n segala bentuk tindak
kukannya untuk dapat diadili dan“bilamana telah terbukti be

telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka

deng dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai den yang

mengatu

Pengertia an secara definitif tid kan dalam Kitab

Undang-Undang H Idana , karena dalam Pasal
89 KUHP disebutkan “yang dipersamakan melakukan kekerasan itu membuat
orang jadi pingsan atau tidak berdaya” Menurut Romli Atmasasmita bahwa

“Kekerasan (violence) merujuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus

bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah

12 Kartonegoro, Op Cit, him.156
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merupakan tindakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan
terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian seseorang”.13
Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual

terhadap perempuan, baik terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa

memperdulikan hubungan antara korban dengan pelaku.** Kejahatan seksual dapat

dilakukan dengan unsur pemaksaan a pemaksaan, baik berupa kekerasan

fisik maupun anca san. ‘
Dalam P ayat (2) Undang-undang d yang memberikan

penj ang anak bahwa “Setiap anak berhak atas kela

idup,

tumbu erkembang serta berhak atas perlindungan dari an dan

. . . . ’
diskriminasi”.

sal 1 ayat (2) Undang-unda omor 23 tahun 2002

n mengenai perlindungan anak yali

in dan
mbang,

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menj
indungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumb
rpartisipasi, secara optimal sesuai dengan hark
usiaan, serta mendapat perlindungan dari
inasi.

artabat
dan

Pengertia ngan terhadap korban i kakan pula dalam

Pasal 1 ayat (4) g-undal Tahu yang menyatakan

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman

kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial,

13 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2005,
him.65

14 Budi Sampurna, Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan
Klinis dan Forensik, Pusat kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta 2000,
hlm.57
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kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan pengadilan.”

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai kejahatan
kesusilaan. Kesusilaan artinya adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam

hubungan antar berbagai anggota masyarakat, tetapi terhadap hal-hal yang

berkenaan mengenai kelamin (se ng manusia, sedangkan kesopanan

biasanya berkaital adat yang indak pidana yang

berkenaan denga tan seksual dapat dilihat tentuan Pasal 285

KU enyatakan:

gsiapa dengan kekerasan atau ancaman keker emaksa
seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam
karena melakukan perkosaan, gengan pidana penjara paling lama dua

elas tahun.

UHP \?g

1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan,
adahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum
un, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa mampu
n, diancam dengan pidana penjara paling lama se n

tutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan, kecu salah
al tersebut Pasal 291 dan 294 KUHP.*

Menurut i yang diancam hukuma asal ini adalah pria

yang bersetubuh d erinya, al diketahuinya atau

patut disangka, bahwa wanita itu belu kup 15 tahun atau belum pantas untuk

15 Sudradjat Bassar. Tindak-tindak pidana Tertentu, di Indonesia, Remadja Karya, Bandung,
1984. him.162

16 Pasal 291 KUHP (1) “Jika salah satu kejahatan dimaksud dalam Pasal 287 mengakibatkan luka
berat di jatuhkan pidana paling lama 12 tahun (2) jika perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam.

Pasal 287 mengakibatkan kematian, dijatuhi pidana paling lama 15 tahun Pasal 294 KUHP “
Orang yang cukup umur melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang
diketahui atau sepantasnya diduga, belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama
lima tahun.



13

dikawini. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, wanita yang disetubuhinya itu
harus bukan isterinya apabila isterinya dapat dikenakan Pasal 288 KUHP.’

Pasal 287 KUHP mensyaratkan adanya delik aduan. Pengajuan dan
penarikan perkara dalam hal kejahatan yang hanya dituntut atas dasar pengaduan
diatur dalam Pasal 72 KUHP yang menyatakan:

1) Selama orang yang ter jahatan yang hanya dituntut atas
pengadua am b n dan ‘p umur atau orang
ka

yang be bawah pengampuan

tu sebab lainnya

san, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya dalam
ra perdata.
2), Jika itu tidak ada, atau hi\;s diadukan sendiri, maka penuntutan
ilakukan atas wali peng?a%‘a@ajelis yang menjadi wali
pengampu, pengawas, ju%un in atas pengaduan isteri
seorang keluarga sedarah dalam garis lurus atau jika itu tidak,ada, atas

uan seorang keluarga sedarah dalam garis men ampai

3 Tah.ntang Perlindungan

erhadap kekerasan seksual terhadap

t ketiga.

Pasal 81 ‘dang

Anak memberikan sanksi yang leb

anak yaitu:

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

17 R. Soegandhi, KUHP dengan Penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya 1980, him.304
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Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula
bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak memberikan sanksi yang lebih s terhadap kekerasan seksual terhadap

anak yaitu:

asan atau ancaman
kaian kebohongan,
ilakukan
(lima
anyak
ikit Rp

“Setiap 0 dengan sengaja melaku
kekerasan, sa,melakukan tipu muslihat,
embujuk anak untuk melakukan ataumembia
tan cabul, dipidana dengan pidana penjara palin
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan dend
0.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pali
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

lik aduan adalah deliﬁ %dapat dituntut, jika di h
ora g merasa dirugikan. Deli ia%dalah delik yang bukan d uan
dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan, yang termasuk delik biasa
adalahlik di luar pasal-pasal delik aduan, llmu hukum ‘mbagi
delik a ke dalam :

1. Delik ad

t, yaitu delik yang diseba sifat kejahatannya,

maka deli ada bila , misalnya ketentuan

dalam Pasal 284 KUHP ten perzinahan, Pasal 287 KUHP tentang
persetubuhan di luar perkawinan dengan perempuan yang belum berumur
15 tahun dan sebagainya.

2. Delik aduan relatif yaitu delik yang pada dasarnya merupakan delik

biasa, tetapi disebabkan oleh adanya hubungan keluarga dekat sekali
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antara si korban dengan pelaku atau si pembantu kejahatan, maka delik
ini hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak korban, misalnya Pasal

367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupa satu unsur yang paling pokok dalam

.gkah- penuli‘ini adalah sebagai
berikut:

e '

pesifikasi Penelitian

Metode pendekatan yamdilakukan adalah secara, yaitu, yuridis

penulisan skripsi

rmative suatu penelitia §Wkankan pada ilmu h
disamping itu juga berusaha elaah kaidah-kaidah huk

berlaku dalam masyarakat. Seperti KUHP, KUHAP dan Unda

.;3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
. etode pendekatan

Sp

-undang

ang digunakan berben iptif analitis yaitu

menggam

um dan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk kejahatan terhadap
kesusilaan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang di teliti.

2. Jenis Data

Kualitatif adalah memahami fenomena atau gejala social dengan lebih

menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang di kaji
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secara terperinci. Dihubungkan dengan objek penelitian yang diteliti bahwa
fenomena tentang tindak pidana kesusliaan terhadap anak ini merupakan gejala
social yang akan dikaji secara terperinci dan jelas.

3. Sumber Data

Sebagai dasar penyusunan skripsi ini penulis mengadakan studi

kepustakaan berupa bahan-bahan se ikut:

a. Baha rimer, ahan-‘m yang mengikat,
misa ndang-undngan, diantaranya:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara

Pidana;

Undang-Undang ﬁ 2002 Tentang Perlind
dan beserta; / \

4) Peraturan lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang

sedang di teliti.

han hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang er ungannya

deng -bahan  hukum prim dapat membantu

meng an hu mer, misalnya hasil-

hasil penelitian, tulisan ‘para sarjana, terutama yang membahas
mengenai kejahatan kesusilaan atau kekerasan seksual.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya
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majalah hukum, Kliping, Koran, dan kamus hukum dan situs-situs
internet resmi.
4. Teknik pengumpulan data
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data diperoleh melalui studi

dokumen yaitu

a.  Melakukan penelitian dokumen-dokumen yang berkaitan
deng yang S ahas

b. Stud re terhadap hal yang berk

gan permasalahan

¥

ng sedang di bahas.

awancara yang sesuai dengan permasalahan yang

5
na

.. Analisis data
tuk menganalisis dat . di himpun dapat
a uridis kualitatif, yaitu data yang di peroleh di susun secara atis,

kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat untuk mencapai kejelasan, terhadap

masal kan dibahas.

6. i penelitian :

Penelitia ukan di Pengadilan Ne IA Bandung yang

beralamat JI. L. dan Perpustakan-

perpustakaan lainnya di Universitas di



